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ABSTRAK 
Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar 
risiko timbulnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah suatu peristiwa 
dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan 
atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau 
kerugian harta benda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
yuridis empiris yaitu pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada 
awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan 
atau terhadap masyarakat.  Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah 
penelitian diskriptif, yaitu dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecah 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Jenis penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan seteliti mungkin 
secara sistematis tentang pertanggungjawaban kerusakan fasilitas umum oleh 
pelaku kecelakaan lalu lintas khususnya di Polres Klaten. Penelitian dilakukan di 
Polres Klaten, pengambilan lokasi ini karena banyak terjadi kecelakaan lalu lintas 
yang menyebebkan keusakan fasilitas umum sehingga dilokasi tersebut 
memungkinkan untuk memperoleh sumber data untuk melakukan penelitian.Dari 
hasil penelitian dan pembahasan,  ditemukan bahwa tanggung jawab pelaku 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di wilayah 
hukum Polres Klaten adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Penggantian 
kerugian yang dibebankan terhadap pelaku dilihat dari sisi perekonomiannya, 
apabila perekonomian pelaku dalam keadaan mampu ia ditangguhkan untuk 
mengganti semua biaya kerugian materiil terhadap dinas penyelenggaraan jalan. 
Sedangkan untuk perekonomian sedang dan tidak mampu pertanggungjawaban 
ganti kerugiannya berdasarkan hasil dari kesepakatan mediasi yang dilakukan oleh 
para pihak, dimana Satlantas Polres Klaten menjadi mediator. Dalam penyelesaian 
kasus pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas 
umum penyidik Polres Klaten menggunakan kekuasaan diskresi, karena sekarang 
dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah 
memenuhi unsur keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara 
pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur memenuhi rasa keadilan. 
Penyidik Polres Klaten menggunakan kekuasaan diskresinya. Kendala yang 
dihadapi oleh Polres Klaten dalam penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas 
meliputi kendala internal yang berupa terbatasnya anggaran dan kurangnya sarana 
dan prasarana, sedangkan kendala eksternal berupa kurangnya kerjasama antara 
polisi dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas. 
 
Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, kerusakan fasilitas umum 
 
ABSTRACT 
Increase transport that does not directly increase the risk of traffic. Traffic 
accidents according to Law No. 22 of 2009 on Traffic are unintended and 
unintended acts that affect relationships with others. In this study the authors use 
the empirical juridical approach that is on empirical law research, then the 
researched at first is secondary data, then continued on the primary data field or 
the community. The type of research conducted is descriptive research, ie where 
this research is a procedure used to describe the subject or object of research at 
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this time. The types of research are intended to provide true data and regulate on 
how to handle these responsibilities by using public facilities in Klaten Polres. 
The research was conducted at Polres Klaten, taking this location because there 
was a lot of traffic that caused the general damage that made it possible to obtain 
data to conduct research.From the results of research and discussion, it was found 
that were responsible for the risks used in the law. Klaten Polres is in the form of 
a change of loss. Taxes levied on persons, touted to decide to reimburse all the 
costs of loss from the road service. Moderate to the economy and no 
compensation responsibility based on the results of mediation decisions made by 
the parties, where the Satlantas Klaten Police became mediator. Information on 
the commonly used conflicts in general investigators Klaten Police uses the right 
of discretion, because now in law enforcement must meet some requirements, one 
is unlimited, not in the process required, the investigator must feel justice. Polres 
Klaten investigators use the power of his discretion. The constraints imposed by 
the Klaten Police Station in the process of handling internal traffic that form the 
limited budget and facilities, while the external work between police and other 
agencies related to traffic. 
 
Key words: traffic accidents, damage to public facilities 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan 
memperbesar risiko timbulnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 
menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah suatu 
peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban 
manusia dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi 
karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. 
Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan 
terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara, dan rendahnya 
tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angkat kecelakaan lalu lintas 
diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan 
mudah terpancing oleh pengendara jalan lainnya. Faktor kendaraan yang paling 
sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana 
seharusnya, peralaatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai 
penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.  Faktor jalan 
yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar 
pengaman didaerah pegunungan ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan 
kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan 
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Selama ini masyarakat belum banyak menyadari bahwa pelanggaran lalu 
lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa 
tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana, 
terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat 
diketahui suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran 
itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, 
adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus 
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.
2
 
Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” merupakan konsep 
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran 
kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 
suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika 
pikiraan orang itu jahat. Dalam Bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan 
dengan an act does not make a person quilty, unless the mind is legally 
blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi 
untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang 




Menyadari bahwa pentingnya fasilitas lalu lintas tersebut, perlu adanya 
kesadaran dari semua orang untuk menjaga fasilitas lalu lintas tersebut. Maka 
perlu di hadirkan regulasi mengenai bagaimana menjaga fasilitas lalu lintas. 
Regulasi ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum ini diatur dalam Pasal 234 
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ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan.  
Mengingat asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan, maka 
pembuat dapat di pertanggung jawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan 
batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedak-bedakan perbuatan 
yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab 
merupakan sesuatu yang berada diluar perngertian kesalahan. Mampu 
bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian 
dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia 
mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggung jawaban pidana, 
sekaligus sebagai syarat keslahan
4
 Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa 
kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP 
di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung 




Untuk mempermudah  pemahaman  dalam pembahasan permasalahan yang 
akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan: bagaimana tanggung jawab 
pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum 
tersebut, apa saja kendala yang di hadapi oleh polres klaten dalam penanganan 
pelanggaran kecelakaan lalu lintas. 
Dalam penelitian ini dirumuskan masalah untuk mengetahui pertanggung 
jawaban kerusakan fasilitas umum yang dilalukan oleh pelaku kecelakaan lalu 
lintas, untuk mengetahui kedala polisi dalam proses meminta pertanggung 
jawaban kepada pelaku. 
Penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan dapat menambah wawasan 
berfikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilhum hukum pidana khususnya dalam 
hal tanggung jawab kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh pelaku 
kecelakaan lalu lintas. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan bagi para pembaca terkait tanggung jawab kerusakan fasilitas umum 
yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Secara praktis, penelitian ini 
bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan 
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informasi serta pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi aparat penegak 
hukum terkait dengan tanggung jawab kerusakan fasilitas umum yang disebabkan 
oleh kecelakaan lalu lintas. 
 
2. METODE  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu 
pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data 
sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan atau terhadap 
masyarakat.
6
 Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian diskriptif, 
yaitu dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecah masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak.
7
 Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
data yang sebenar-benarnya dan seteliti mungkin secara sistematis tentang 
pertanggungjawaban kerusakan fasilitas umum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas 
khususnya di Polres Klaten. Penelitian dilakukan di Polres Klaten, pengambilan 
lokasi ini karena banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebebkan 
keusakan fasilitas umum sehingga dilokasi tersebut memungkinkan untuk 
memperoleh sumber data untuk melakukan penelitian. 
Data primer yang diambil dalam penelitian sejumlah keterangan atau fakta di 
lapangan melalui wawancara di Polres Klaten yang terkait dengan pertanggung 
jawaban kerusakan fasilitas umum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas. Data 
sekunder  mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sebagainya.
8
 Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggungjawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan 
Kerusakan Fasilitas Umum 
Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh 
semua orang tetapi sebagai orang tidak dapat menghindari kejadian tersebut. 
kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena kelalaian seseorang atau karena kondisi 
yang ada di sekitarnya. Sebuah kecelakaan bisa menimbulkan korban jiwa atau 
kerusakan fasilitas umum serta kecelakaan lalu lintas juga tidak menimbulkan 
korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut sebagai kecelakaan 
tunggal. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pasti menimbulkan kerugian materi 
bagi seseorang atau pemerintah. Setiap orang yang menimbulkan kerugian untuk 
orang lain wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat 
perbuatannya. 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat 
dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak 
termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk 
pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas 
legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti 
bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan 
dalam melakukan tindak pidana tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: 
“dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi 
meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan 
tidak dibenarkan (an objective breach of a panel provision), namun hal tersebut 
belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu 
adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan 
atau bersalah (subjective guilt).
9
 Dengan perkataan lain, orang tersebut harus 
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 
perbuatannya, perbuatan baru dapat di pertanggung jawabkan kepada orang 
tersebut. 
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Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai 
kesalahan apabila ada unsur-unsur antara lain: adanya kemampuan bertanggung 
jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal, hubungan 
batin sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 
tidak adanya alasan pengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 
Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang melakukan suatu 




Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik cupoos 
kesadaran si pembuat tidak berjalan secara tepat. Dan apabila akibatnya berupa 
hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka dapat terjadi 
apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. 
Dalam kelalaian yang disadari, sipembuat dapat menyadari tentang apa 
yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap 
bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang berat. 
Sedangkan kelalaian yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang 
tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat padahal seharusnya 
ia dapat menduga sebelumnya. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang ringan.  
Kecelakaan lalu lintas merupakan sutau peristiwa dijalan yang tidak 
disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta 
benda. Pengertian ini memberikan kejelasan bahwa kejadian kecelakaan dijalan 
raya yang sudah direncanakan atau disengaja akan memiliki konsekuensi hukum 




Sedangkan berdasarkan Pasal 1 undang-undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu 
peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 
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dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 
dan/atau kerugian harta benda.
12
 
Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. 
Terdapat sejumlah hal yang secara simultan dapat berkontribusi terhadap 
terjadinya kecelakaan.  Keadaan lingkungan sering kali mempengaruhi jenis dan 
tingkat parah kecelakaan. Keadaan lingkungan yang mungkin berpengaruh: cuaca 
(cerah, hujan, berawan, berkabut, bersalju), pencahayaan (terang, gelap, berdebu, 
lampu jalan), permukaan jalan (kering, basah, bersalju, ber-es) 
Kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ digolongkan menjadi 3, pertama, 
kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, 
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
13
 
Bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya 
mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk 
penggantian kerugian. Pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak 
pidana dan akan di proses secara pidana karena tindak pidananya. 
Sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi 
pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 
ayat (1) UU LLAJ. Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan 
umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang 
karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat 
diberikan sanksi berupa peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; 
dan/atau pencabutan izin. 
Jadi atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi 
namun tidak ada korban jiwa. Perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi 
penggantian kerugian berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami 
sebagaimana telah penulis uraikan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Berdasarkan dari hasil wawancara penulis saat penelitian di Polres Klaten. 
Terkait dengan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang hanya melibatkan 
kerusakan fasilitas umum, pihak Kepolisian Klaten belum pernah melimpahkan 
berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang hanya melibatkan kerusakan fasilitas 
umum ke Kejaksaan, karena di dalam praktiknya pelaku kecelakaan lalu lintas 




Waktu berkendara sangat berpengruh dengan jenis, tingkat parah korban 
dan faktor-faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan 
yang terjadi pada malam hari saat arus lalu lintas relatif rendah, sangat mungkin 
merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan lelah atau mengantunya 
pengemudi.
15
 Kecelakaan lalu lintas bukan hanya dapat menyebabkan luka pada 
korban atau menghilangkan nyawa seseorang tetapi kecelakaan lalu lintas juga 
dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti jembatan, halte, rambu-
rambu lalu lintas, trotoar, taman dan lain sebagainya. 
Kecelakaan yang melibatkan kerusakan fasilitas umum adalah sebagian 
kecil dari sebuah peristiwa (bukan inti dari sebuah akibat kecelakaan daripada 
resiko nyawa) maka dari itu lebih efisien penyelesaian perkaranya dilakukan 
dengan cara mediasi. 
Dan apabila pengemudi ingin bertanggung jawab atas apa yang di 
lakukannya maka antara pengemudi dan pihak yang terkait dalam hal ini seperti 
dinas perhubungan (dishub), dinas pekerjaan umum (DPU) di pertemukan untuk 
mencari jalan tengah atas permasalahan yang terjadi, kemudian setelah di 
pertemukan antara keduanya maka akan di lakukan mediasi dan negoisasi terlebih 
dahulu yang biasanya di tengahi oleh aparat  Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk 
menemukan kesepakatan antara keduanya, di sini aparat Satuan Lalu Lintas 
(Satlantas) menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
kerusakan fasilitas umum dalam hal meminta pertanggung jawaban pelaku 
menjadi pihak ketiga. Sedangkan yang menjadi pihak kedua yaitu dinas yang 
mempunyai kewenangan untuk memelihara fasilitas umum seperti dinas 
perhubungan, dinas pekerjaan umum.  
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Bahwa aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) tidak begitu kaku dalam 
menangani permasalahan seperti di atas, karena apabila permasalahan tersebut 
dapat diselesaikan secara mediasi maka permasalahan tersebut tidak perlu di 
limpahkan kepada pengadilan. Seperti yang dikatakan oleh Ipda Sumasna. 
Selain itu apabila salah satu pihak ada yang keberatan atau kedua belah 
pihak tidak menemukan titik tengah permasalahan yang terjadi biasanya pihak 
ketiga dalam hal ini, aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) meminta pertanggung 
jawaban kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara 
mengambil jalan lain berupa pemutusan perkara sepihak. Tetapi sebelum 
mengambil pemutusan perkara sepihak penyidik melakukan penimbangan-
penimbangan dan peyelidikan lebih lanjut terhadap kondisi sekitar, serta mencari 
tahu faktor apa saja yang menyebabkan peristiwa kecelakaan tersebut dapat 
terjadi. Kemudian dapat pula di lihat dari track record lokasi tersebut rawan akan 
kecelakaan atau tidak, atau dapat pula melakukan analisa data lewat saksi saksi 
mata yang menyaksikan kejadian kecelakaan, sehingga akan menemukan titik 
temu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
16
 
Berdasarkan penyelesaian kasus di atas dapat dianalisa bahwa landasan 
hukum Kepolisian Kabupaten Klaten dalam penyelesaian perkara di atas dengan 
menggunakan pendekatan restorative justice. Bahwa ajaran keadilan restorative 
adalah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada korban dan pelaku, serta 
masyarakat yang terlibat, bukannya berfokus pada prinsip-prinsip hukum positif 
atau menghukum pelaku. Pada intinya, pendekatan restorative justice lebih 
menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan yang berimbang bagi korban 
dan pelaku tindak pidana secara sekaligus. 
Dalam menyelesaiankan kasus kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 
fasilitas umum pihak aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) juga melihat kondisi 
ekonomi pelaku, dari segi tersebut aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dapat 
menilai apakah pelaku tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya 
itu atau tidak. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) tidak akan memberatkan atas 
kerugian material itu sepenuhnya kepada pelaku apabila pelaku dianggap tidak 
mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Tidak adanya kemampuan 
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bertanggungjawab dari pelaku biasanya karena besarnya biaya untuk memperbaiki 
fasilitas umum yang rusak akibat perbuatannya, sedangkan kondisi ekonomi 
pelaku yang rendah. Tetapi apabila pelaku mampu bertanggungjawab maka 
pelaku tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara 
mengganti kerugian yang ditimbulkan. 
Jika pelaku tidak mampu dalam bertanggungjawabkan perbuatannya, 
maka yang akan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat terjadinya 
kecelakaan adalah pemerintah melalu dinas yang terkait. Sebelum aparat Satuan 
Lalu Lintas (Satlantas) memutuskan permasalahan tersebut, Satuan Lalu Lintas 
(Satlantas) juga saling berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan 
permasalahan itu sendiri. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak saja, 
semua dilakukan dengan mendatangkan semua pihak yang bersangkutan, agar 




Ipda Sumasna selaku kepala unit kecelakaan lalu lintas Polres Klaten 
mengatakan apabila pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk mempertanggung 
jawabkan perbuatannya karena kondisi ekonomi yang rendah, penulis sependapat 
apabila tanggungjawab untuk kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
dibebankan kepada pemerintah. Karena pemerintah telah memberikan dana 
kepada dinas terkait untuk memelihara fasilitas umum. Untuk perbaikan fasilitas 
umum yang rusak akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh pelaku dapat 
diambilkan dari dana yang diberikan oleh pemerintah. 
Kondisi ekonomi seseorang berbeda-beda, ada seseorang yang memiliki 
kondisi ekonomi rendah dan ada seseorang yang memiliki kondisi ekonomi yang 
bercukupan. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimpa seseorang yang kondisi 
ekonominya rendah tetapi juga dapat menimpa seseorang yang kondisi ekonomi 
berkecukupan. Apabila pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
kerusakan fasilitas umum mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, maka pelaku wajib untuk bertanggungjawab atas 
perbuatannya. Tetapi terdapat seseorang sebenarnya mampu untuk bertanggung 
jawab tetapi pelaku mau bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. 
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Apabila pelaku masih tidak mau untuk bertanggungjawab atas kerusakan yang 
ditimbulkan, maka aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) tidak akan menutup 
permasalahan tersebut begitu saja sebelum pelaku kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan kerusakan fasilitas umum bertanggungjawab dengan mengganti 
kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Aparat Satuan Lalu Lintas 
(Satlantas) akan melimpahkan permasalahan ini kepada pengadilan serta 
memberikan penjelasan bahwa apabila pelaku kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan kerusakan fasilitas umum tidak mau bertanggungjawab maka 
pelaku merugikan negara serta telah merusak fasilitas yang seharusnya bisa 
dinikmati oleh orang banyak. Sehingga pelaku wajib untuk menganti kerusakan 
atas apa yang telah ia perbuat.
18
 
3.2 Kendala yang di Hadapi Oleh Polres Klaten dalam Penanganan 
Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas 
Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam 
pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan 
kecelakaan, Polres Klaten, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya 
anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan anggaran ini cukup 
mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Dalam hal anggaran Polres 
Klaten mengalami kekurangan sehingga Polres Klaten dalam menangani 
pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala belum lagi polisi harus 
mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi 
dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di Kabupaten Klaten. 
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Klaten 
kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. 
Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah 
hukum Polres Klaten, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas 
dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas 
untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak 
pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, 
selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa 
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kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu 
ramai-ramainya hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 
Kendala eksternal yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polres Klaten meliputi: 
kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan 
dengan lalu lintas. Dalam usahanya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang 
hanya melibatkan kerusakan fasilitas umum atau yang bisa menimbulkan korban 
jiwa, seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Hal ini berkaitan dengan 
kurang kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lain. Contohnya yaitu, 
kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan karena kelalaian dari 
pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau 
lingkungan. Dalam hal ini Pekerjaan Umum sub Bina Marga sebagai 
penyelenggaraan jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan 
segera mungkin apabila jalan rusak dan memberikan tanda-tanda agar tidak ada 
korban kecelakaan. 
Sering sekali polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Klaten menemukan 
pelanggaran kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kelalaian dari pengguna 
jalan itu sendiri, masih banyak pengguna jalan yang masih menyepelekan 
peraturan lalu lintas yang ada, Contohnya, tidak menyalakan lampu sein apabila 
akan berbelok, mengemudi dalam keadaan mengantuk, melanggar marka jalan 
maupun traffic light, dll. Pengguna jalan mau mematuhi peraturan lalu lintas 
maupun rambu lalu lintas jika ada petugas kepolisian yang bertugas, apabila tidak 
ada petugas kepolisian yang bertugas mereka sering melanggar peraturan lalu 
lintas. 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan  
Pertama, tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
kerusakan fasilitas umum di wilayah hukum Polres Klaten adalah dalam bentuk 
penggantian kerugian. Penggantian kerugian yang di bebankan terhadap pelaku di 
lihat dari sisi perekonomiannya, apabila perekonomian pelaku dalam keadaan 
mampu ia ditangguhkan untuk mengganti semua biaya kerugian materiil terhadap 
dinas penyelenggaraan jalan, misal, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas 
Perhubungan (DISHUB), dll. Sedangkan untuk perekonomian sedang dan tidak 
mampu pertanggung jawaban ganti kerugiannya berdasarkan hasil dari 
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kesepakatan mediasi yang dilakukan oleh para pihak, dimana Satlantas Polres 
Klaten menjadi mediator dalam hal ini. 
Kedua, dalam penyelesaian kasus pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan kerusakan fasilitas umum penyidik Polres Klaten menggunakan 
kekuasaan diskresi, karena sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi 
beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi unsur keadilan, artinya dalam hal 
proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan 
unsur memenuhi rasa keadilan. Dari situlah penyidik Polres Klaten menggunakan 
kekuasaan diskresinya. 
Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Polres Klaten dalam penanganan 
pelanggaran kecelakaan lalu lintas meliputi kendala internal yang berupa 
terbatasnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan kendala 
eksternal berupa kurangnya kerjasama antara polisi dengan instansi lain yang 
berkaitan dengan lalu lintas. Dari beberapa kendala tersebut polisi terus berusaha 
sebagai kewajibannya untuk memberikan pelayanan dan menciptakan situasi dan 
kondisi yang aman bagi semua pihak. 
4.2 Saran 
Mengingat banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum 
Polres Klaten, sosialisasi penegakan hukum lalu lintas kepada masyarakat awam 
sangat perlu dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas guna membentuk ketertiban 
terhadap pelanggar yang melanggar aturan lalu lintas. 
Bagi masyarakat, diharapkan dapat mentaati aturan-aturan lalu lintas yang 
berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, dikarenakan tanpa 
peran serta masyarakat untuk mau mentaati hukum yang berlaku semuanya akan 
menjadi sia-sia. 
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